PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
DAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK LAYANAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN

NOMOR : 134.4.03/56/PEM.A
NOMOR : W17-A8/447/HM.05/4/2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (06-04-2021), bertempat di Bontang, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

I. SUDI PRIYANTO : Pelaksana  tugas Kepala  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Awang Long Nomor
1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan
Bontang Utara, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Plh. Wali Kota Bontang
Nomor 134.4.04/55/PEM.A tanggal S5
April 2021 bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAMAD HARIANTO : Ketua Pengadilan Agama Bontang,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Awang Long Nomor 69 Kelurahan
Bontang Baru Kecamatan Bontang
Utara, bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.

PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yang menjadi kewenangan daerah.

PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-

masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian

Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Layanan Dokumen

Kependudukan Bagi Masyarakat Yang Mengajukan Perceraian, dengan

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.




10.

11.

(1)

(2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga.

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bontang dan Pengadilan Agama
Bontang Nomor 134.4.01/11/PEM.A dan Nomor W17-
A8/425/HK.05/4/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemanfaatan
Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan
sistem informasi yang dimiliki PARA PIHAK .
Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk memudahkan akses layanan
dokumen kependudukan dan akurasi data kependudukan bagi

masyarakat yang mengajukan perceraian.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a.

™0 o 0 o

(1)

Layanan perubahan elemen data kependudukan secara daring untuk
Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;

Pencetakan dokumen kependudukan;

Distribusi dokumen kependudukan;

Tukar menukar informasi;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan

Peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA mengajukan perubahan data kependudukan atas
masyarakat yang telah terbit akta cerainya pada layanan daring yang
dimiliki PIHAK KESATU yakni http://disdukcapil.bontangkota.go.id.
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(2)
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(6)

(1)

(2)

PIHAK KESATU memverifikasi kelengkapan data wusulan untuk
selanjutnya merubah elemen data kependudukan dan menerbitkan
dokumen kependudukan.

PIHAK KEDUA mencetak Kartu Keluarga yang telah diterbitkan PIHAK
KESATU.

PIHAK KESATU menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
telah dicetak kepada PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada masyarakat
disertai dengan tanda terima.

PIHAK KEDUA menyerahkan Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik kepada masyarakat sekaligus menarik Kartu Tanda
Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga lama milik masyarakat yang
belum diubah elemen datanya disertai dengan tanda terima.

PIHAK KEDUA secara periodik (satu minggu satu kali) menyerahkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga lama yang telah diambil
sebelumnya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK KESATU memiliki hak :
a. Menerima usulan perubahan elemen data kependudukan;
b. Memverifikasi kelengkapan pengajuan perubahan elemen data
kependudukan;

c. Merubah elemen data kependudukan.

PIHAK KEDUA memiliki hak :

a. Mengajukan perubahan elemen data kependudukan bagi masyarakat
yang mengajukan perceraian setelah terbitnya akta cerai.

b. Mencetak Kartu Keluarga yang telah diubah elemen datanya oleh
PIHAK KESATU.

c. Menarik Kartu Tanda Penduduk Elektornik dan Kartu Keluarga asli

milik pemohon perceraian disertai dengan tanda terima.

‘d. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga

yang telah diubah elemen datanya kepada pemohon perceraian

sekaligus akta cerainya disertai dengan tanda terima.



(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :

a.

Memelihara website/jaringan pengajuan daring perubahan elemen data
kependudukan.

Memberikan pelatihan kepada admin yang ditunjuk PIHAK KEDUA
sebagai pengelola pengajuan perubahan elemen data kependudukan.
Memverifikasi setiap pengajuan perubahan data oleh PIHAK KEDUA.

d. Menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada

PIHAK KEDUA dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah
pengajuan perubahan disertai dengan tanda terima.
Menerima Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli pemohon

yang belum diubah datanya disertai dengan tanda terima.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

a.

Menyediakan 1 (satu) orang admin yang ditunjuk sebagai pengelola
pengajuan perubahan elemen data kependudukan.
Membuat/menyerahkan softcopy dokumen pendukung kepada PIHAK
KESATU.

Menyimpan dokumen kependudukan asli yang diajukan perubahan
elemen datanya untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KESATU.
Mencetak Kartu Keluarga yang telah diubah elemen datanya.

e. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga

yang telah diubah elemen datanya kepada pemohon perceraian yang

telah terbit akta cerainya disertai dengan tanda terima.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 7
PELAPORAN

(1) Setiap proses penarikan dan/atau penyerahan dokumen kependudukan

dari pemohon perceraian ke PIHAK KESATU dilengkapi dengan tanda

terima.
(2) Penyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari PIHAK KESATU

kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi tanda terima.
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3)

(1)

(2)

(2)

PARA PIHAK membuat rekapitulasi bulanan atas penerimaan dan
penyerahan dokumen kependudukan yang akan digunakan pada proses

rekonsiliasi dan evaluasi.

Pasal 8
REKONSILIASI DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas
pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit enam bulan sekali pada waktu

yang disepakati secara bersama-sama.

Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan perbaikan serta

masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan bahwa pihak yang akan memperpanjang,
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, 30

(tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.
Pasal 11
KEADAAN KAHAR
(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar

kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak
dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan
kahar antara lain :

a. Gempa bumi;

b. Banjir besar;

c. Kebakaran besar;



(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

. Tanah longsor;
Wabah penyakit;
Pemogokan umum;

Huru-hara;

= o R T T

. Sabotase;

i. Perang; atau

j- Pemberontakan.

Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang
berwenang.

PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan
oleh keadaan kahar.

Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan

segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka
Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai alasan
pengakhiran Perjanjian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak yang menerima
pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban maka, Pihak yang
menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut
dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada
tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa
terikat dengan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini, apabila masih terdapat hak dan

kewajiban yang belum diselesaikan menurut Perjanjian ini, maka PARA




(5)

(1)

(2)

PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang
harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.

PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sehingga
berakhirnya Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa melibatkan hakim dan

pengadilan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak sebagai
akibat dari timbulnya Perjanjian, ditujukan dengan alamat tersebut di
bawah ini:

PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
Jalan Awang Long Nomor 1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang
Utara

Nomor telepon : 082255006266

Email : dukcapil.bontang@gmail.com

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan
Bontang Utara

Nomor telepon : (0548) 23001

Email : pa-bontang@pta-samarinda.net

Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan
secara tertulis telah di terima oleh PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh)
hari kalender sejak penetapan perubahan dilakukan. Dengan segala
keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang
melakukan perubahan.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK .

PIHAK KESATU,

o




SURAT KUASA KHUSUS
Nomor : 134.4.04/55/PEM.A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
Jabatan : PIh. Wali Kota Bontang
Alamat : J1. Moeh Roem No.1 Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang

Disebut sebagai Pemberi Kuasa, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :

Nama : Drs. Sudi Priyanto, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : JL. Awang Long No. 1 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam
menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Layanan
Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Yang Mengajukan Perceraian dengan Pengadilan

Agama Bontang.

Demikian kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 5 April 2021

Penerima Kuasa, /I;emberl KUasa,
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